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TENTANG 

PENUNJUKAN KUASA PENGG JNA ANGGARAN. PEJABAT YANG BERTUGAS
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DAN MENAI'.'DATANGANI SlJRAT PERINiAH MEMBAYAR (PEJABAT SPMI.
 

HENDAHARA PENGELUARAN ANtjGARAN PENDAPATAN DAN BELANLi\ NEGARA
 
(APBN)., DEKONSENTRASI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAf\,1PUNG
 

TAHUN ANGGARAN 1011
 

CrUHERNUR L~~1PUNG. 

Mernbaca	 Sural Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor 900 I-t~ nLO~ B.V 2011 
tanggal 27 Januar 10 II perihal Usulan Pengelola Anggaran Dana 
DekonsentrasiiAPBN Tahun Anggaran 10 I !. 

a.	 bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan 
kegiatan yang dananya bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBl'. )/[lckonsentrasi Tahun Anggaran 1011 pada Dinas Sosial 
Provinsi Larnpung dipandang perlu rnenunjuk Kuasa Pengguna Anggaran. 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
Anggaran Belanja I Pejabat Pembuat Komitmeu). Pejabat yang berwenang 
menguji dan menandatangarn Surat Perintah Mernbayar (P~Jabat SPl\·1L 
Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN),Dekomemrasi, yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun 
efisiensi keuangan jan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (f(KA-KL I yang bersangkutan: 

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil vang Nama.. NIP, dan Pangkat sebagaimana 
tercantum dalam Larnpiran Keputusan iru dipandang cakap dan memenuhi syarat 
untuk ditunjuk.diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabar yang 
bertugas melakukan rindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pernbuat Kornitmen). Pejabat yang berwenang rnenguji dan 
menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabar Sp\;n Bendahara 
Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi. 
pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 . 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut d. atas, agar 
pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu rnenunjuk. mengangkat 
Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabar yang: bertugas melakukan tmdakan yang 
mengakibatkan per.geluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen l. 
Pejabat yang berwcnang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar 
(Pejabat SPM). Bcndahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN :,iD~konsentrasL pacta Dinas Sosial Provinsi Lampung dan 
menetapkannya dengan Kepurusan Gubernur Lampung: 

I.	 Undang-Undang Ne-mer I Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Ncgara: 

-,	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 1008: 



Memperhatikan : 

Menetapkan 

KISATU 

KEDUA 

3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1004 teruang Perimbangan Keuangan Antara 
Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentana Pembazian Urusan 
Pemerintahan amara Pemerintah. Pernerintahan D;erah Pr~)\insi. dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

5. Keputusan	 Presidcn Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Preside» Nomor Tl. Tahun 2004: 

6. Peraturan	 Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi 
dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung: 

Peraturan Direktur 'enderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: 
PER-66!PB;2005 tanznal 18 Desember 2005 tentanz Mekanisme Pelaksanaan....-'-	 -' 
Pernbayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

V1EMUTUSKAN: 

KEPlrrUSAN Gl'BE~NU'R TENTANG PENlJNJUKAN KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN. PEJAR\T YANG BERTUGAS :MELAKUKAN 
TINDAKAN YANG rv1ENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN 
BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMENi. PEJABAT YANG 
BERWENANG ~,,1ENGUJI DAiN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH 
MEMBAY AR (PEJABAT SPM). BENDAHARA PENGELUARAN 
ANGGARAN PE\lDAPATAN DAN BELANJA NEGARA u-\PBNI 
DEKONSENTRASI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 
ANGGARAN :20] 1. 

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama. NIP. dan pangkat 
sebagaimana tercantum dalarn kolom 6. kolorn 7, kolom 8. dan kolom 9 sebagai 
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pcngeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). 
Pejabat yang berwen.mg menguj i dan menandatangani Surat Perintah Membayar 
(Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program kegiatan 
sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini. 

Kuasa Pengguna Anggaran rnernpunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai 
berikut : 

a.	 bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan alas pelaksanaan 
kegiatan yang dipimpmnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DI1'A). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Neuara/Lernbaza IRKA-KL I vanu bersanzkutan; -' - . '.. ''''''' "'""" 

b.	 bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya: 
c.	 menyarnpaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan I SPJ I paling lambat 

tanggal IO (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan 
pacta bulan yang alu: 

d. menyarnpaikan aporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 
(sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu; 

e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambarnya 1 ij satu) bulan setelah 
berakhirnya triwulan yang bersangkutan; 

f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya 
sekurang-kurangnya I (saw) kali dalarn 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam 
Berita Acara Pemeriksaan Kas: 

g. wajib mengadakan pernbukuanpencatatan secara tertib dan terarur sehingga 
setiap saat dapat ciketahui : 
1. bahwa ikatan yang telah dibuamya tidal. melarnpaui batas anggaran yang 

telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran: 
') jurnlah nang/dana yang masih tersedia; 



KLTIGA 

KI:EMPAT 

K1LIMA 

KFENAlv1 

3.	 keadaan/perkernbangan kegiatan baik fisik maupun keuangan: dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan. 

h.	 bertanggungJawab terhadap hal-haI yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan 
yang tidak sejalan dengan kontrak spesifikasi teknis; 

1.	 membuat evaluasi dan Iaporan pertanggungiawaban kegiatan dari sist 
anggaran keuaru an, fisik. dan sasaran fungsional selambat-lambamva I (satu) 
bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhimya Tahun 
Anggaran: 

J.	 membuat Berita Acara serah terirna kegiatan kepada Biro Pcrlengkapan dan 
Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Larnpung apabila menyangkut 
kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah: 

Pejabat PembU21 Komitmen bertuaas untuk melakukan tindakan vane 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) 
Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pernbayaran (SPP). 

Pejabat yang berwcnang menandatangani Sural Penntah Membayar lPejabat 
SPM) mempunyaiugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah 
pernbayaran dan benanggung jawab kepada Pengguna Anggaran. 

Bendahara Pengeluaran mcmpunyai tugas melaksanakan kebendaharaan 
pelaksanaan anggaran belanja, menenrna. rnenyimpan, menyerahkan. 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 
Satuan Kerja serta : 
a.	 wajib menyelenggarakan rata pernbukuan secara tertib dan teratur sesuai 

dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep­
332/ M/V!9/196~ tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan 
cara mengerjakannva serta Keputusan Menter: Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 2171l<M\(031990 tanggal 11 Februari 1990 tentang Mekanisme 
Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
dan Keputusar Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
523iKMK.03i20CO tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cam 
Penganggaran. Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pernbantuan. serta memperhatikan surat 
Direktorat Jenoeral Perbendaharaan Departernen Keuangan Nomor 
606 ..1u\.1K.06/:WC'4 tanggal 28 Desernber 2004 tentang Pedoman pernbayaran 
dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005: 

b.	 bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas: 
c.	 menyusun dan vnenyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program 

(LKKP) paling lambat tanggal 10 t sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan 
yang bam lalu, 

d.	 menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga set lap saat 
dapat diketahut : 
1.	 bahwa ikatan vang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang 

bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejubat Pembuat Komitmen L dan Pejabat yang berwenang 
menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia 
dalam tolok uxur atau jenis pengeluaran: 

..,	 jumlah uang dana yang masih tersedia: 
3.	 keadaan/perkernbangan kegiatan baik fisik maupun keuangan: dan 
4. perbandingan Intara rencana kegmtan dengan pelaksanaan kegiatan. 

Kepala Satuan Keja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnYu 
berkewajiban mengkuordinasikan pelaksanaan tugas. kewajiban dan \\e\\enang 
Penge10la Anggaran, mengcndalikan kehijaksanaan yang digariskan dalam struktur 
kegiatan dan PetunjUi~ OperaslOnal yang dikeluarkan oleh unit-unit bagi::m yang 
bersangkutan khusJsnya dalam rangka h.eterpaduan pelaksanaan prob'Tam kegiatan 
juga penanggung javdb dan pembma sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang 
dipimpinnya. 



KETUJUH	 Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan 
tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan 
yang rnengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja I Pejabat Pernbuat 
Komitmen), Pejabai yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah 
Membayar (Pejabat SPM I dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara I APBN)!Dekonsentrasi pada Dinas Sosial 
Provinsi Lampung Tahun Anggaran .2011. yang ditandatangani Gubernur kepada 
Kepala Biro Adrmni-trasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinst Larnpung. 

KEDELAPAN:	 Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat 
Komitrnen), Pejabat :,'ang berwenang menguji dan menandatangani Sural Perintah 
Membayar (Pejabat SPM l, dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalarn 
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPAI tidak sesuai dengan nama yang 
ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa 
Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
rnengakibatkan p~n~ eluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen L 
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar 
(Pejabat SPM). dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)i Dekonseutrasi adalah nama sebagaimana ditetapkan dan 
tercantum dalam Larr.piran Keputusan ini. 

Kl.SEMBILAN:	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 201 I sampai dengan 31 
Desember 20 II dengan ketentuan apabila di kernudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan im akan diadakan pernbetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 1- - 3 - ;;)01 J 

{~ACHR ~L 
/ 

Tembusan : 
l. vlenteri Dalam Negeri di Jakarta:
 
" Menteri Keuangan di Jakarta:
 
:1. Ketua BPK. RI di Jakarta;
 
4. Kepala Kantor Wilayah Vll Ditjen Perhendaharaan I PBNI Provinsi Lampung di Bandar l.ampung: 

5. lnspekrur Provinsi Lampung di Bandai Lampung, 
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung:
 
'7 Kepala Kantor Pajak Prarama Tanjungkarang di Bandar Lampung:
 
8. Kepala BPI'. RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung:
 
q Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
 

10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung: 
11. Kepala Biro Keuangan Serdaprov Lampung ill Telukbenmg: 
1~' Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung (Ii Telukbetung: 
l~; Oirektur PT Bank Lampung di Telukbetung. 
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